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ABSTRAK 

 

 

TINJAUAN YURIDIS STANDARD LISENCE YOUTUBE TERKAIT 

PENYEBARAN VIDEO DI MEDIA TELEVISI 

 

 

Oleh: 

Annisya Tiara Alvioni 

 

Penyebaran informasi berbasis video dipermudah dengan adanya situs penyedia 

video online, YouTube. Video yang disebarkan kemungkinan dapat dipergunakan 

ulang secara komersial misalnya oleh media televisi. Pengaturan pemanfaatan karya 

yang telah terunggah dalam situs YouTube terhadap penyebaran untuk kebutuhan 

komersial yang merupakan objek hak cipta dilindungi oleh lisensi- lisensi, salah 

satunya yaitu Standard License YouTube. Sehingga menimbulkan permasalahan 

mengenai: (1) Kriteria dari video pada situs YouTube dapat dikatakan sebagai video 

dengan Standard License; (2) Mekanisme pemanfaatan video dengan Standard 

Licence YouTube yang digunakan di media televisi; Serta 

(3) Akibat hukum dari penyebaran video dengan Standard License YouTube di 

media televisi. 
 

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif 

dengan tipe penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis. Pendekatan 

masalah menggunakan Pendekatan Perundang – Undangan (Statute Approach), dan 

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Metode pengumpulan bahan 

hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus kepustakan (library 

research) atau studi dokumen, dengan metode pengolahan data pemeriksaan data, 

klasifikasi data, dan penyusunan data. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukan bahwa Standard License YouTube 

merupakan pengaturan tetap yang melekat pada video pada laman YouTube, 

sehingga semua video yang terunggah secara otomatis memiliki hak cipta atau 

disebut juga all rights reserved (seluruh hak di pertahankan). Mekanisme 

pemanfaatan video dengan Standard License YouTube jika digunakan di media 

televisi dapat dilihat dari dua aspek yakni dari sudut pandang ketentuan YouTube 

dan sudut pandang UUHC. Akibat hukum dari penyebaran video dengan Standard 

License YouTube di media televisi ialah berupa penghentian program penayangan 

atau pembatasan program acara, pembayaran ganti kerugian, penyitaan ciptaan, 

serta tuntutan pidana. 

 

Kata kunci : Standard License YouTube, Penyebaran Video, Media Televisi. 
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“Segala hal di dunia ini harus diawali dengan keikhlasan. Karena keikhlasan 
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“Memang baik menjadi orang penting, tetapi jauh lebih penting menjadi orang 

baik.” 
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I. PENDAHULUAN 
 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat mempengaruhi gaya 

hidup masyarakat sehingga kian berkembang. Salah satunya ditandai dengan 

tumbuhnya teknologi berupa multimedia dan komunikasi. Peran teknologi 

komunikasi semakin penting yang lebih dipicu oleh kebutuhan aktivitas dunia 

modern yang serba cepat dan tuntutan jaman di mana memerlukan teknologi 

komunikasi yang efisien dan dapat menjangkau wilayah yang luas tanpa dihalangi 

oleh batas negara. Salah satu teknologi yang berhasil menjawab kebutuhan tersebut 

adalah internet.1 Pertumbuhan internet berupa muatan informasi dapat berupa teks, 

gambar maupun video. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, video merupakan rekaman gambar hidup 

atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi, atau dengan kata 

lain video merupakan tayangan gambar bergerak yang disertai dengan suara. 

 

 

1D.Friedman P, Analisis Hak Konsumen Dalam Hal Perolehan Karya Cipta Lagu Melalui 

Internet dalam pola peer to perr communication Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 

Tentang Hak Cipta, Tesis (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hlm 2. 
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Pada Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya 

disebut UUHC, video disebut juga sebagai karya sinematografi. Karya 

sinematografi adalah ciptaan berupa gambar bergerak (moving images) yang dibuat 

dengan skenario. Video juga merupakan salah satu bentuk komunikasi modern, 

selanjutnya disebut komunikasi video. Komunikasi ini memungkinkan pengguna 

untuk mendapatkan informasi tanpa harus menemui si pemberi informasi. Bentuk 

komunikasi video biasanya dilakukan secara daring, dimana cara berkomunikasi 

dilakukan melalui jaringan internet di dunia maya. Komunikasi video ini 

merupakan salah satu bentuk positif dari penggunaan video. Agar komunikasi 

berupa video dapat berjalan lancar serta tersebar secara meluas, perlu adanya 

penyebaran melalui situs-situs di dunia maya. 

 

Penyebaran video dipermudah dengan tersedianya situs penyedia dan pemutar 

video online, YouTube. YouTube adalah media sosial yang berbasis video2. Para 

pengguna dapat memasukan hasil kreatif berupa video untuk ditampilkan secara 

publik pada situs YouTube agar dapat di tonton oleh khalayak ramai. Sebagai suatu 

media hiburan, terdapat perubahan yang tadinya masyarakat menilai media televisi 

sebagai satu-satunya hiburan kini beralih ke YouTube. Image YouTube dalam 

masyarakat dianggap lebih instan dan lebih menarik karena dapat diakses disegala 

tempat dalam ruang tak terbatas, dunia maya. 

 

 

 

 

 

 

 

2 Eribka Ruthelia David, Mariam Sondakh, dan Stafi Harilama, Pengaruh Konten Vlog dalam 

Youtube terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan 

Politik Universitas Sam Ratulangi, Jurnal, (Manado: Fakultas Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial 

dan Politik Universitas Sam Ratulangi, 2017), hlm. 3. 
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Perubahan ini menimbulkan masalah lainnya dimana media penyiaran televisi 

menggunakan video yang telah terunggah di YouTube menjadi salah satu objek 

acara TV. Menayangkan video yang berasal dari YouTube memudahkan stasiun tv 

untuk mengisi acara yang mereka tayangkan. Stasiun TV hanya menguduh lalu 

mengedit dan menayangkan video pada acara tv. Walaupun menguntungkan namun 

mengambil konten dari YouTube milik orang lain dianggap memiliki resiko yang 

cukup besar. Karena hampir dari semua stasiun tv yang menayangkan video yang 

diambil dari YouTube hanya mencantumkan courtesy by YouTube ataupun link dari 

video yang mereka tayangkan tanpa memikirkan hak lisensi yang telah ditetapkan 

oleh pemilik karya video YouTube tersebut. 

 

YouTube mempunyai ketentuan pengaturan pemanfaatan karya yang telah 

terunggah terhadap penyebaran dan penggunaan untuk kebutuhan komersial yang 

juga merupakan objek hak cipta. Ketentuan ini dibagi menjadi dua jenis lisensi, 

yaitu Standard License YouTube, dan Creative Common Attribution. Standard 

License YouTube berarti pemilik video memberikan hak siar pada YouTube3, 

dimana video yang telah diunggah tidak dapat diunggah ulang pada aplikasi dan 

media elektronik lainnya. Dalam Standard License YouTube tidak seorangpun dapat 

menggunakan video yang telah diunggah untuk di produksi ulang sebagai karyanya, 

demikian pula untuk penggunaan kembali video tersebut. Dengan kata lain bahwa 

lisensi standar pada youtube menjamin adanya perlindungan hukum bagi pemegang 

hak cipta video. Creative Common Atribution berarti video yang telah diunggah 

dapat direproduksi ulang dan digunakan pada media elektronik 

 

 

3Anonim, Standard License Youtube vs. Creative Commons, https://www.nesianet.com/ 

2019/09/youtube.license.html, diakses pada 3 Maret 2021. 

https://www.nesianet.com/%202019/09/youtube.license.html
https://www.nesianet.com/%202019/09/youtube.license.html
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lainnya. Biasanya pemilik video seringkali mengizinkan mengedit, mengkompilasi 

ulang, atau mengubah karya asli kecuali beberapa hal yang terdaftar. 

 

Penerapan YouTube Standard Lisence dan Creative Common Attribution sering 

terjadi permasalahan yang berasal dari penayangan oleh media televisi dengan 

mengunggah ulang pada program acara milik mereka. Hal tersebut untuk 

mendapatkan rating yang tinggi dan menarik penonton yang banyak. Karena hak 

ekonomi yang seharusnya jadi milik pengunggah video pada situs YouTube beralih 

menjadi milik stasiun TV. Salah satu contoh program yang menayangkan video 

yang berasal dari YouTube seperti On The Spot dan Spotlite di Trans TV, dan Hot 

Spot di Global TV. Dalam realitanya penerapan lisensi ini seringkali diabaikan oleh 

stasiun televisi, contohnya pada program acara On The Spot yang ditayangkan di 

Trans TV pada tanggal 12 Februari 2018 yang menayangkan program mukbang 

atau makan dalam jumlah besar yang telah di upload di YouTube sebelumnya oleh 

pemilik channel Tanboy Kun menarik penonton dalam jumlah besar sehingga 

disiarkan kembali dan hanya menyertakan link pada acara TV milik mereka.4 

Padahal jika dilihat lebih lanjut video pada laman YouTube tersebut merupakan 

contoh video dengan Standard Lisence yang mana seharusnya tidak dapat 

didownload, diedit atau mengkompilasi ulang serta disiarkan secara tersendiri 

secara komersial pada acara televisi tanpa seizin pemilik video. 

 

 

 

 

 
 

 

4Trans7 Official, Mukbang Challenge | On The Spot (12/02/18), https://youtu.be/Tsy 

BzulMgT0, diakses pada 19 Maret 2021 

https://youtu.be/Tsy%20BzulMgT0
https://youtu.be/Tsy%20BzulMgT0
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Kejadian yang dilakukan oleh stasiun TV ini kerapkali terjadi karena mengabaikan 

adanya lisensi-lisensi pada YouTube, sehingga menyebabkan pelanggaran hak cipta 

pada cipta karya yang diunggah pada situs YouTube. Oleh karena itu tentu 

menyebabkan kerugian moral (imateril) dan ekonomi (materil) bagi pencipta video 

yang diunggah oleh stasiun TV. Dikarenakan adanya kekaburan norma terkait 

perlindungan hak cipta atas video yang diunggah ke YouTube. 

 

Hak cipta dikenal dengan adanya hak moral. Hak moral berarti hak yang melekat 

pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa 

alasan apapun, walaupun Hak cipta atau hak terkait sudah dialihkan5. Perlindungan 

Hak Cipta berdasarkan UUHC diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta 

harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian 

sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian 

sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.6 Selain hak moral dalam 

hak cipta juga dikenal adanya hak ekonomi. Hak Ekonomi sendiri diartikan hak 

untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Jadi, 

sebenarnya pencipta bisa saja mendapatkan keuntungan ekonomi dari stasiun 

televisi di mana stasiun televisi tersebut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Kekayaan Intelektual, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2010), 

hlm. 115. 
6Ibid. 
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memperoleh keuntungan finansial dari penyiaran video yang mereka ambil secara 

cuma-cuma di situs YouTube.7 

Pihak-pihak yang terlibat dalam penyiaran ulang video baik editor, maupun 

penanggung jawab dianggap kurang memahami konsep lisensi yang diterapkan 

pada YouTube. Khususnya Standard License YouTube yang tidak sepenuhnya 

diketahui tanpa membaca terms of service. Demikian pula dengan UUHC yang 

sering diabaikan sehingga masih saja terus berulang kejadian penayangan video 

YouTube pada media televisi. Permasalahan yang dilakukan oleh media televisi 

tersebut berarti menggunakan hak ekonomi milik pengunggah video, secara jelas 

permasalahan tersebut secara faktanya telah terdapat dalam UUHC, yang diatur 

dalam Pasal 9 ayat (2). Di dalam ketentuan Pasal tersebut menyebutkan bahwa 

setiap orang yang menggunakan hak ekonomi wajib mendapat izin dari pencipta 

atau pemegang hak cipta dan dilarang melakukan penggandaan serta penggunaan 

secara komersial atas ciptaannya tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta. 

Penggunaan dengan tujuan komersial atau mendapatkan keuntungan 

mengakibatkan berpindahnya hak ekonomi yang tadinya milik pengunggah video 

menjadi milik media televisi adalah salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan 

oleh media televisi berdasarkan pasal tersebut. 

 

Penayangan pada program acara televisi yang menampilkan video yang diambil 

dari YouTube dengan Standard License YouTube dapat menimbulkan suatu 

permasalahan. Permasalahan ini dikarenakan media televisi melanggar UUHC 

 

 

7Muh. Irsyad Hasyim, Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengunggah Video YouTube yang 

Digunakan Oleh Stasiun Televisi, Skripsi (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 

2008), hlm. 57. 
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yaitu mengenai penayangan secara komersial tanpa adanya izin. Standard License 

YouTube wajib mendapatkan izin tanpa boleh diedit, dikompilasi, ataupun 

ditambahkan isinya. Demikian pula untuk penayangan kembali pada media selain 

YouTube. Mengenai permasalahan terhadap pelanggaran hak cipta diatas menarik 

perhatian penulis untuk menelaah lebih lanjut mengenai bentuk perlindungan 

hukum hak cipta pada video dengan Standard License YouTube yang disiarkan pada 

media televisi dalam bentuk skripsi yang berjudul : “Tinjauan Yuridis Standard 

Lisence Youtube Terkait Penyebaran Video Di Media Televisi”. 

 

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian 

 

1. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat dirumuskanlah masalah: 

 

1. Bagaimana kriteria dari video pada situs YouTube dapat dikatakan sebagai 

video dengan Standard License YouTube? 

2. Bagaimana mekanisme pemanfaatan video dengan Standard License 

YouTube jika digunakan di media televisi? 

3. Bagaimana akibat hukum dari penyebaran video dengan Standard Lisence 

YouTube di media televisi? 

2.  Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini terdiri atas ruang lingkup pembahasan dan ruang 

lingkup bidang ilmu. Ruang lingkup pembahasan pada penulisan ini 

mentitikberatkan pada analisis video YouTube yang menggunakan Standard 

License Youtube untuk disiarkan ulang oleh media televisi demi kepentingan 

komersial, bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta, serta apa akibat 
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hukum yang ditimbulkan dari penyebaran video tersebut. Ruang lingkup bidang 

ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Keperdataan khususnya Hukum Hak 

Kekayaan Intelektual. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang melatarbelakangi penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui kriteria dari video pada situs YouTube dapat dikatakan 

sebagai video dengan Standard License. 

2. Mengetahui mekanisme pemanfaatan video dengan Standard License 

YouTube jika digunakan di media televisi. 

3. Mengetahui akibat hukum dari penyebaran video dengan Standard 

License YouTube di media televisi. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

 

Manfaat yang hendak dicapai oleh penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

a. Kegunaan Teoritis 

 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu 

khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum pada hak cipta menurut hukum 

Indonesia dan hukum Internasional. 

b. Kegunaan Praktis 

 

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala 

pola pikir dan menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi para penegak 
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hukum atau media televisi serta masyarakat dalam hak cipta penggunaan 

video YouTube dengan Standard License. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta 

 

1. Pengertian Hak Cipta 

 

Menurut UUHC Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan  Hak 

Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan 

prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa 

mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah hak kebendaan 

yang bersifat eksklusif bagi seorang pencipta atau penerima hak atas suatu karya 

atau ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.8 

Istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh St. Moh. Syah, pada Kongres 

Kebudayaan di Bandung Tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh Kongres 

tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas 

 

 

 

 

 

 
 

8Elyta Ras Ginting, Hukum Hak Cipta Indonesia: Analisis Teori dan Praktik. (Bandung: 

Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 61. 
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cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan 

dari istilah bahasa Belanda Auteurs Rechts.9 

Dinyatakan “kurang luas” karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan 

“penyempitan” arti seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu  hanyalah hak 

dari para pengarang saja, yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang. 

Sedangkan istilah hak cipta itu lebih luas, dan ia mencakup juga tentang karang 

mengarang.10 Universal Copyright Convention dalam Pasal V menyatakan bahwa 

hak cipta merupakan hak tunggal yang hanya dimiliki oleh si pencipta untuk 

membuat, menerbitkan, dan memerikan kuasa untuk membuat terjemahan dari 

karya yang dilindungi pada perjanjian ini. 

 

Termasuk didalamnya pelanggaran hak cipta ialah pengambilan berita aktual, baik 

seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar 

atau sumber sejenis lainnya tanpa menyebutkan sumbernya dengan jelas. 

Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi 

informasi dan komunikasi yang bersifat komersial sehingga tidak menguntungkan 

Pencipta atau pihak terkait, dan/atau Pencipta tersebut menyatakan keberatan atas 

pembuatan dan penyebarluasan tersebut atau Pencipta menyatakan ketidaktahuan 

atas penyebaran kontennya secara komersial. 

 

Terdapat pula aturan mengenai hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta yang 

diatur dalam Pasal 41 UUHC, meliputi: 

a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata; 
 

 
9Ajip Rosidi, Undang-undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam, (Jakarta: 

Djambatan, 1984), hlm. 3. 
10 H. OK. Saidin, Ibid, hlm 58. 
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b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data 

walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau 

digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan 

c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan 

masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan 

fungsional. 

 

Selain itu, dijelaskan dalam Pasal 42 UUHC, bahwa tidak ada hak cipta atau hasil 

karya berupa: 

a. Hasil rapat terbuka lembaga negara; 
 

b. Peraturan perundang-undangan; 
 

c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah; 
 

d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan 
 

e. Kitab suci atau simbol keagamaan. 

 

Berdasarkan World Intellectual Property Organization (WIPO), General 

Information tahun 1993, pada praktik negara – negara anggotanya, pengaturan 

perlindungan hukum diberikan atas ciptaan berupa11: 

a. Ciptaan – ciptaan sastra (Literary Works): novel – novel, cerita – cerita 

pendek, syair – syair atau sajak – sajak, drama,dan setipa bentuk tulisan tidak 

tergantung isinya (fiksi atau non-fiksi), panjangnya, tujuannya (hiburan, 

pendidikan, informasi, iklan, propanganda, dan sebagianya), bentuknya 

(tulisan tangan, diketik, dicetak, buku, pamphlet, lembaran lepas, 

 
 

 

11Agnes Vira Ardian, Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam 

Kesenian Tradisional Di Indonesia, Tesis, (Semarang:Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 

2008) hlm. 163. 
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harian, majalah), Baik yang diterbitkan atau tidak diterbitkan. Di beberapa 

Negara ciptaan – ciptaan lisan yaitu ciptaaan yang tidak diwujudkan secara 

tertulis juga merupakan ciptaan yang dilindungi hukum hak cipta; 

b. Ciptaan – ciptaan musik (Musical Works): baik ringan atau serius; nyanyian, 

paduan suara, opera; jika menggunakan instrument tunggal (solo), beberapa 

insturmen (sonata, musik kamar, dan sebagainya) atau banyak instrument 

(band, orkestra); 

c. Ciptaan koreografi (Choreographic Works): baik tarian modern maupun 

tradisional; 

d. Ciptaan seni (Artistic works): baik dua dimensional (gambar, lukisan, seni 

sketsa, litografi, dan lain - lain) atau tiga dimensional (abstrak atau riil atau 

tradisional atau kontemporer) dan tujuannya (seni murni, untuk iklan dan 

sebagainya); 

e. Peta dan gambar teknik 

 

f. Fotografi: tidak tergantung pada objek pemotretan (foto biasa, pemandangan, 

peristiwa akhir) dan tujuan di buatnya foto. 

g. Audio visual: yang semula dinamakan gambar hidup (motion picture atau 

sinematografi); media komunikasi massa pandang dengar (moving images) 

dengan atau tanpa suara, meliputi dokumenter, berita, reportasse atau film 

cerita yang dibuat dengan scenario dan film kartun; dibuat dengan peta video 

dan atau media lainnya untuk dipertunjukan di bioskop atau televisi. 

WIPO, dalam hal ini merupakan organisasi hak atas kekayaan intelektual dunia 

yang beranggotakan 184 negara dimana keputusan ini menghasilkan WIPO 

Copyright Treaty yang diratifikasi di Indonesia dengan Keputusan Presiden No.19 
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Tahun 1997 dimana perlindungan hukum atas ciptaan tersebut diatas juga terdapat 

didalamnya. 

 

2. Pemegang Hak Cipta 

 

Pencipta adalah orang yang pertama membuat suatu ciptaan yang dianggap sebagai 

pemilik pertama dari hak cipta (the first ownership of copyrights). Indonesia 

merupakan negara yang menganut sistem hukum Civil Law dimana menurut tradisi 

Civil Law System, berdasarkan author right system pada prinsipnya Pencipta 

(author) pertama dan utama (prima facie) haruslah orang alamiah (natural person) 

sesuai dengan dasar filosofis Hegel bahwa Hak Cipta adalah kepribadian untuk 

mana seorang manusia eksis. Bahkan dalam EC Treaty sebagai aturan normatif 

harmonisasi Uni Eropa menentukan: “The person who creates the work should be 

deemed the author” (Section 7), sebagai contoh dalam perlindungan hak cipta film, 

maka Pencipta film adalah sutradara (principal director), penulis naskah (script 

writer) dan pengambil gambar (cameraman).12 Pasal 1 angka 2 UUHC 

menyebutkan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara 

sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas 

dan pribadi. 

 

Menurut Vollmar, setiap makhluk hidup mempunyai apa yang disebut wewenang 

berhak yaitu kewenangan untuk membezit (mempunyai) hak-hak dan setiap hak 

 

 

 

 

 
 

 

12 Rahmi Jened, Hukum Hak Cipta (Copyright Law), (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 

Airlangga, 2014), hlm.119. 
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tentu ada subjek haknya sebagai pendukung hak tersebut.13 Sedangkan istilah 

pemegang hak cipta merujuk kepada subjek hukum, yaitu:14 

1) Orang yang menciptakan suatu ciptaan atau pencipta; 

 

2) Orang lain yang menerima pengalihan hak cipta berdasarkan Pasal 16 ayat 

 

(2) UUHC 

 

3) Pihak yang melaksanakan hak eksklusif pencipta berdasarkan perjanjian 

lisensi berdasarkan Pasal 80 UUHC; atau 

4) Ahli waris dari pencipta. 

 

Pemegang hak cipta atau yang berhak atas suatu ciptaan adalah pencipta sebagai 

pemilik hak cipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang 

tersebut di atas. Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang 

diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap Pencipta adalah orang yang 

memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan itu. Jika orang tersebut 

tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang menghimpunnya 

dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagiannya. Dalam hal ini 

mungkin juga timbul kepemilikan bersama (joint ownership) yakni Ciptaan yang 

dihasilkan oleh kerjasama dari dua orang atau lebih Pencipta secara tidak 

terpisahkan. Jadi beberapa orang telah bekerjasama menghasilkan ciptaan, dan 

kontribusi mereka tidak dapat dipisahkan, maka dianggap mereka adalah pencipta 

secara bersama-sama (joint author). 

 

 

 

 

 
 

13 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: PN. Balai 

Pustaka, 1980), hlm. 2. 
14 Elyta Ras Ginting, Loc.cit. 
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3. Hak Yang Melekat Pada Hak Cipta 

 

Hak Cipta merupakan hak eksklusif sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 1 

UUHC. Hak eksklusif dalam penjelasan Pasal 4 UUHC adalah hak yang hanya 

diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat 

memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Keberadaan hak eksklusif melekat 

erat kepada pemiliknya yang merupakan kekuasaan pribadi atas ciptaan yang 

bersangkutan. Oleh karena itu, tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan Hak 

Cipta kecuali atas izin Penciptanya.15 

Pasal 44 UUHC, hak eksklusif pada hak cipta meliputi hak ekonomi dan hak moral. 

Hak moral dalam terminologi Bern Convention, menggunakan istilah moral rights, 

yakni hak yang dilekatkan pada diri Pencipta. Dilekatkan, bermakna bahwa hak itu 

tidak dapat dihapuskan walaupun Hak Cipta itu telah berakhir jangka waktu 

kepemilikannya. Hak moral sama sekali tidak memiliki nilai ekonomis. Kata 

“moral” menunjukkan hak yang tersembunyi dibalik nilai ekonomis itu. Akan 

tetapi, ada kalanya nilai dari hak moral itu justru mempengaruhi nilai ekonomis.16 

Hak moral merupakan pengakuan bahwa suatu Ciptaan merupakan suatu 

pengembangan kepribadian si Pencipta dan bahwa keterkaitan antara Pencipta dan 

Ciptaannya harus dihargai.17 

 

 

 

 

 

 

 
 

15 Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 

hlm. 44 
16 OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), 

(Depok: Raja grafindo Persada, 2015) hlm. 250. 
17 Rahmi Jened, Hukum Hak Cipta (Copyright Law), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 

hlm. 135 
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UUHC, menyebutkan dalam Pasal 5 bahwa hak moral itu merupakan hak yang 

melekat secara abadi pada diri Pencipta. Oleh sebab itu hak moral tidak dapat 

diubah atau dipindahtangankan selama seorang Pencipta dari karya tersebut masih 

hidup. Namun pelaksanaan dari hak tersebut dapat dipindah tangankan dengan 

wasiat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ketika Pencipta 

meninggal dunia. Pasal 6 UUHC, memperkuat basis perlindungan hak moral 

dengan menggunakan: 

a. Informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau 

 

b. Informasi elektronik Hak Cipta 

 

Konsekuensi dari hak moral yang terus dilekatkan secara abadi terhadap diri 

Pencipta menyebabkan hak moral itu berlaku tanpa batas waktu, kecuali perubahan 

atas suatu ciptaan yang disesuaikan kebutuhan masyarakat berlaku selama jangka 

waktu Hak Cipta tersebut. Kemudian, terhadap pelanggaran hak moral, sekalipun 

Hak Cipta itu telah dialihkan seluruhnya kepada pihak lain hal itu tidak mengurangi 

hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja 

dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta. 

Perihal mengenai pencantuman nama Pencipta meskipun haknya sudah diserahkan 

atau dialihkan kepada pihak lain atau telah berakhir masa berlakunya hak tersebut, 

namun nama Pencipta tetap harus dicantumkan di dalam karyanya.18 Inilah yang 

membedakan Hak Cipta dengan hak-hak kebendaan lainnya. 

 

Hak moral dalam konfigurasi hukum, mencakup dua hal besar, yaitu hak paterniti 

atau right of paternity yang esensinya mewajibkan nama Pencipta disebut atau 

 

18 OK. Saidin, Op., Cit, hlm. 252 
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dicantumkan dalam Ciptaan. Hak ini juga berlaku sebaliknya, yaitu meminta untuk 

tidak dicantumkan namanya atau dipertahankan penggunaan nama samarannya. 

Hak lainnya, dikenal dengan right of integrity, yang menyangkut segala bentuk 

sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat Pencipta. Dalam 

pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk 

mengubah, mengurangi atau merusak Ciptaan yang dapat menghancurkan 

integritasnya.19 

Berbeda dengan hak moral, hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau 

Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat atas Ciptaan, pengertian hak 

ekonomi tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 8 UUHC. Dalam Pasal 9 UUHC, 

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan: 

a. Penerbitan Ciptaan; 
 

b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; 
 

c. Penerjemahan Ciptaan; 
 

d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; 
 

e. Pendistribusian Ciptaan dan salinannya; 
 

f. Pertunjukan Ciptaan; 
 

g. Pengumuman Ciptaan; 
 

h. Komunikasi Ciptaan; dan 
 

i. Penyewaan Ciptaan. 

 

Setiap orang yang melakukan hak ekonomi, wajib mendapatkan izin atau 

persetujuan dari pemegang hak cipta sehingga jika didapati orang lain melakukan 

 

 

19 Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 

16. 



19 
 

 
 

hal tersebut tanpa diketahui oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk 

penggunaan secara komersial maka gugatan dapat diajukan. 

 

Hak ekonomi memiliki jangka waktu, ide mengenai pembatasan jangka waktu Hak 

Cipta, sebenarnya didasarkan atas landasan filosofis tiap-tiap hak kebendaan 

termasuk Hak Cipta memiliki fungsi sosial. Sehingga dengan diberinya pembatasan 

jangka waktu pemilikan Hak Cipta, maka diharapkan Hak Cipta itu tidak dikuasai 

dalam jangka waktu yang panjang di tangan Pencipta yang sekaligus sebagai 

pemiliknya. Sehingga, dapat dinikmati oleh masyarakat luas sebagai 

pengejawantahan dari asas tiap-tiap hak memiliki fungsi sosial.20 

4. Lisensi Hak Cipta 

 

Pasal 20 UUHC menjelaskan lisensi hak cipta adalah sebuah izin tertulis yang 

berfungsi sebagai pemberitahuan oleh pencipta atau pemegang hak cipta kepada 

pengguna ciptaan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dari aktivitas 

penggunaan suatu ciptaan. Intinya, izin tersebut menyatakan apa yang boleh dan 

tidak boleh dilakukan oleh pengguna ciptaan terhadap suatu ciptaan. Bentuk lisensi 

hak cipta dapat dipahami dengan membaginya ke dalam dua bentuk: 

1. Lisensi ke dalam memiliki bentuk yang kurang lebih sama dengan perjanjian-

perjanjian pada umumnya. Biasanya lisensi dengan bentuk ini aksesnya tidak 

terbuka. Lisensi ini hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang dengan terang 

disebutkan di dalam perjanjian lisensi sebagai pihak 

 

 

 

 
 

20 OK. Saidin, Op., Cit, hlm. 217 
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yang terikat dengan ketentuan lisensi. Karena sifatnya yang privat, lisensi 

dengan bentuk ini biasanya hanya mengikat beberapa pihak saja. 

2. Lisensi ke luar dapat disebut sebagai lisensi publik. Akses untuk melihat 

ketentuan lisensi ini terbuka bagi pihak-pihak yang hendak mengikatkan diri 

dalam suatu hubungan hukum, dalam hal ini aktivitas penggunaan ciptaan. 

Lisensi dengan bentuk ini dapat mengikat banyak pihak sekaligus karena 

sifatnya yang terbuka. Pada intinya ketentuan lisensi ini mengikat pencipta 

atau pemegang hak cipta dengan semua pengguna ciptaan yang menggunakan 

ciptaan yang diumumkan dengan ketentuan lisensi ini. 

 

Lisensi hak cipta dapat menjadi alat penyederhana bahasa hukum dari UUHC. 

Dengan begitu dialog antara pencipta atau pemegang hak cipta akan menjadi 

semakin mudah. Karena tidak semua pihak-pihak terkait dalam hubungan hukum 

di ranah perlindungan hak cipta memiliki pengetahuan atau dapat langsung 

memahami mekanisme perlindungan hak cipta dengan membaca peraturannya. 

Selain itu dengan mengetahui perbedaan jenis lisensi dan isi ketentuannya, 

pengguna ciptaan dapat membedakan mana ciptaan yang dapat diakses secara gratis 

saja dan mana ciptaan yang dapat diakses secara gratis dan terbuka. Maksud terbuka 

dalam hal ini adalah ciptaan-ciptaan tersebut selain dapat diunduh dan 

disebarluaskan secara gratis, juga mengandung izin langsung yang  memungkinkan 

pengguna ciptaan untuk menggubah atau menggunakan ciptaan dalam kepentingan 

komersial. 
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Lisensi hak cipta juga dapat dibagi berdasarkan sifat ketentuannya21, yaitu: 

 
1. Lisensi Tertutup biasanya dinyatakan dengan ungkapan “all  rights reserved” 

(seluruh hak dipertahankan). Artinya, pihak pencipta atau pemegang hak cipta 

sepakat dengan mekanisme perlindungan hak cipta tradisional. Di mana 

seluruh pengguna ciptaan yang dapat mengakses ciptaannya harus 

mendapatkan izin langsung atau melakukan interaksi secara langsung dengan 

pencipta atau pemegang hak cipta untuk kemudian menggunakan ciptaan 

sesuai dengan kebutuhannya. Lisensi ini ada seketika setelah ciptaan 

diciptakan dan diumumkan. 

2. Lisensi Terbuka biasanya, meskipun tidak selalu, dinyatakan dengan 

ungkapan “some rights reserved” (beberapa hak dipertahankan). Sifat terbuka 

dari lisensi ini biasanya dinyatakan dengan ketentuan yang langsung 

mengizinkan penggandaan dan penyebarluasan ciptaan oleh pengguna 

ciptaan. Lisensi ini biasanya dilengkapi dengan ketentuan pilihan yang 

nantinya ditentukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur 

hak penggunaan ciptaan pengguna ciptaan. Jenis lisensi ini diterapkan oleh 

pencipta atau pemegang hak cipta yang ingin memberikan akses terbuka dan 

legal kepada pengguna ciptaan dalam aktivitas penggunaan ciptaannya. 

Penentuan ketentuan lisensi hak cipta oleh pihak pencipta atau pemegang hak 

cipta sesuai dengan bunyi Pasal 81 UUHC. Sifat pembuatanya yang mandiri  

menyebabkan  terciptanya  produk  lisensi  terbuka  yang  beragam, 

 

 
 

 

21 Insan Pipin Maulana, Lokakarya Hak Cipta dan Lisensi Creative Commons di Coffee 

Society, http://creativecommons.or.id/2018/10/lokakaya-hak-cipta-dan-lisensi-creative-commons- 

di-coffee-society-bone/, diakses pada 18 Februari 2021 

https://id.wikisource.org/wiki/Halaman%3AUU_No._28_Tahun_2014.djvu/37
http://creativecommons.or.id/2018/10/lokakaya-hak-cipta-dan-lisensi-creative-commons-


22 
 

 
 

seperti GNU General Public License, Open Governmet License, dan 

termasuk Lisensi Creative Commons. 

 

B. Tinjauan Umum Tentang YouTube 

 

1. Pengertian YouTube dan YouTuber 

 

YouTube adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh tiga mantan 

karyawan PayPal pada Februari 2005. Situs ini memungkinkan pengguna 

mengunggah, menonton, dan berbagi video. Perusahaan ini berkantor pusat di San 

Bruno, California, dan memakai teknologi Adobe Flash Video dan HTML5 untuk 

menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna, termasuk klip film, 

klip TV, dan video musik. 

 

YouTube merupakan wadah kreatifitas yang menciptakan suatu popularitas baru 

untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang didapatkan bukan hanya 

popularitas namun juga penghasilan. Sehingga tidak sedikit dari penggunanya 

menggunakan YouTube menjadi sebuah lahan pekerjaan. Kebanyakan dari mereka 

bermula dari kegemaran yang diciptakan dari ketidaksengajaan atau secara 

kebetulan, namun kegemaran itu berubah menjadi sumber penghasilan. 

 

Kehadiran YouTube membawa pengaruh luar biasa kepada masyarakat, khususnya 

masyarakat yang memiliki gairah di bidang pembuatan video, mulai dari film 

pendek, dokumenter, hingga video blog, tetapi tidak memiliki lahan “untuk 

mempublikasikan karyanya”. YouTube mudah dipergunakan, tidak memerlukan 

biaya tinggi, dan dapat diakses dimanapun, tentunya dengan gadget yang 

kompatibel. Hal itu membuat pembuat video amatir dapat dengan bebas 

https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html
http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/
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mengunggah konten-konten video mereka untuk dipublikasikan. Jika video mereka 

mendapat sambutan baik, jumlah viewers akan bertambah. Viewers banyak akan 

mengundang pengiklan untuk memasang iklan dalam video-video mereka 

selanjutnya. Senada dengan televisi, konten program televisi yang disukai 

masyarakat, dalam hal ini ratingnya tinggi, akan menarik pengiklan secara 

otomatis.22 

Kopopuleran yang bisa didapatkan membuat banyak orang ingin menjadi YouTuber 

selain itu lahan bisnis yang cukup menghasilkan dengan melakukan pekerjaan yang 

dianggap tidak begitu berat. YouTuber sendiri adalah istilah untuk mereka yang 

secara aktif membuat dan mengupload konten kreatif yang mereka ke channel 

YouTube milik mereka. YouTuber dapat berbentuk orang pribadi atau individu, 

kelompok ataupun perusahaan besar yang menggunakan youtube sebagai media 

untuk memperkenalkan dirinya baik barang atau jasa yang diperjualbelikan. Tak 

jarang juga YouTuber disebut sebagai influencer marketing yang bertugas 

memasarkan suatu produk pada channel YouTube mereka agar penjualan barang 

atau jasa lebih meningkat dengan tujuan menarik minat penonton. Syarat menjadi 

seorang influencer marketing menurut IDN Times adalah minimal memiliki 

followers aktif sejumlah 3000 sudah dapat dikatakan sebagai seorang influencer 

marketing.23 

YouTube memfasilitasi penggunanya untuk mengunggah dan mengakses secara 

gratis, serta tidak adanya batasan durasi yang diberikan oleh YouTube menjadi 

 

22 Eribka Ruthellia David, Mariam Sondakh, Stefi Harilama, Pengaruh Konten Vlog dalam 

YouTube terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa, (Universitas Sam Ratulangi, 2017), hlm.7 
23 Rosa Folia, Ingin Jadi Influencer Marketing? Begini syarat dan hitung-hitungannya . 

https://news.idntimes.com . Di akses pada tanggal 18 November 2020 
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daya tarik tersendiri bagi para content creator untuk menayangkan hasil kreatif 

berupa video milik mereka dibandingkan dengan media sosial lainnya seperti 

Instagram. Untuk diketahui durasi video yang dapat diunggah pada Instagram 

hanya terbatas 1 menit saja. 

 

Selain itu YouTube juga merupakan sarana mencari informasi dengan lebih mudah 

karena metode video yang digunakan dan dapat lebih mudah dicerna oleh 

masyarakat luas.24 Tidak hanya informasi, namun juga beberapa hal lain seperti 

lagu, musik, dan cuplikan film yang tidak ditayangkan pada acara TV komersial, 

sehingga menimbulkan pemikiran dalam masyarakat mengenai slogan “YouTube 

lebih dari TV” memanglah benar adanya karena akses jaringan YouTube mampu 

melampaui batas negara bahkan dunia. 

 

2. Jenis Lisensi dalam YouTube 

 

Lisensi berasal dari kata latin “licentia” yang dalam bahasa inggris disebut 

“license”. Black’s law dictionary, memberikan pengertian lisensi sebagai berikut:25 

“a personal privilege to do some particular act or series of acts on land without 

possessing any estate or interest therein, and is at the will of the licensor and is not 

assignable. The permission by competent authority to do an act which, without such 

permission would be illegal, a trespass, a tort, or otherwise not allow able.” 

 

 

 

 

24 Siti Aisyah, “Video Blog Sebagai Media Representasi Diri Vlogger di Kota Makassar”. 

Skripsi (Makassar: LTA S-I Kearsipan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Hassanudin. 2017), hlm. 35 
25 Henry Campbell Black, Black Law Dictionary, (St. Paul Minn, West Publishing, Co., 1991), 

hlm. 634. 
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Terjemahan dari pengertian lisensi itu adalah hak istimewa yang dimiliki oleh 

seseorang untuk melakukan tindakan tertentu atau serangkaian kegiatan dan hak 

tersebut melekat pada pemberi lisensi dan tidak dapat dialihkan. Izin atas hak 

istimewa tersebut dapat diberikan oleh pihak yang berwenang kepada pihak lain 

untuk dapat melakukan kegiatan, yang tanpa izin tersebut maka kegiatan tersebut 

akan menjadi terlarang, atau tidak sah, atau melawan hukum. 

 

Lisensi dapat dipindah tangankan. Pemberi lisensi dapat memberikan lisensi 

berdasarkan UUHC untuk mengizinkan penggunaan (seperti menyalin perangkat 

lunak atau menggunakan penemuan yang dipatenkan) kepada penerima lisensi, 

membebaskan penerima lisensi dari klaim pelanggaran yang diajukan oleh pemberi 

lisensi. Lisensi di bawah kekayaan intelektual biasanya memiliki beberapa 

komponen di luar hibah itu sendiri, termasuk istilah, wilayah, ketentuan pembaruan, 

dan batasan lain yang dianggap penting bagi pemberi lisensi. Secara khusus, lisensi 

dapat dikeluarkan oleh pihak berwenang, untuk memungkinkan aktivitas yang 

kemungkinan akan dilarang. Mungkin perlu membayar biaya atau membuktikan 

kemampuan. Persyaratan tersebut juga dapat berfungsi untuk memberi informasi 

kepada pihak berwenang tentang jenis kegiatan, dan memberi mereka kesempatan 

untuk menetapkan kondisi dan batasan. 

 

Penerapan dari prinsip fungsi sosial atas hak-hak kebendaan, UUHC memuat 

tentang lisensi wajib (compulsory license), yaitu lisensi yang mewajibkan kepada 

pencipta untuk memberikan izin melaksanakan penerjemahan dan/atau 

penggandaan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan 

berdasarkan keputusan menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan 
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pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan 

pengembangan.26 

Karya yang ditampilkan pada YouTube memiliki lisensi. Pada YouTube terdapat 

dua jenis lisensi yang bisa dipilih oleh pengguna khususnya pengunggah video, 

yaitu YouTube Standard License dan Creative Common Attribution tergantung 

pengaturan yang dilakukan oleh pemilik video tersebut. YouTube Standard License 

berarti pemilik video memberikan hak sepenuhnya pada youtube, dimana video 

yang telah diunggah tidak dapat diunggah ulang pada aplikasi dan media elektronik 

lainnya. Dalam lisensi standar pemilik video berhak untuk mengatakan “tidak” 

karena tidak seorangpun dapat menggunakan video yang telah diunggah dengan 

lisensi standar untuk di produksi ulang sebagai karyanya, demikian pula untuk 

menggunakan kembali video tersebut. Dengan kata lain bahwa lisensi standar pada 

youtube menjamin adanya perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta video. 

 

Mengambil sumber konten dari YouTube, maka kita harus memastikan terlebih 

dahulu jenis lisensi yang digunakannya tersebut. Namun, kita tetap dapat 

mengambil sumber konten dari YouTube tersebut dengan Standard License, 

asalkan untuk penggunaan yang wajar dan tidak melampaui batas, yaitu untuk 

tujuan penelitian, pendidikan, dan pengutipan berita dengan tidak mengambil hak 

ekonomi atau untuk kebutuhan komersial. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam 

UUHC Pasal 26 D yang berbunyi “Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan 

pengembanga  ilmu  pengetahuan   yang  memungkinkan  suatu  ciptaan   dan/atau 

 

26 Republik Indonesia, Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 83 Ayat 

(1) dan (3) 
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produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser 

Fonogram, atau Lembaga Penyiaran”. Namun, jika konten di YouTube tersebut, 

tersedia dalam jenis lisensi Creative Commons BY(CC BY), maka seseorang dapat 

langsung untuk mendownload konten YouTube dengan bebas, mengedit dan 

mengkomersialkan isinya sebagaimana penjelasan YouTube “YouTube 

mengizinkan pengguna untuk menandai video mereka dengan lisensi Creative 

Commons BY (CC BY). Kemudian video ini dapat diakses oleh pengguna YouTube 

untuk digunakan, bahkan secara komersial. Dengan menandai video asli dengan 

lisensi Creative Commons BY (CC BY), Anda memberikan hak kepada seluruh 

komunitas YouTube untuk menggunakan kembali atau mengedit video tersebut.” 

 

Sebelum melakukan kegiatan upload video ke YouTube seorang content creator 

harus memahami kedua jenis lisensi ini. Sebaiknya,dapat dilakukan pengaturan 

terlebih dahulu di bagian pengaturan akun YouTube. Jika seorang content creator 

memilih untuk melindungi konten dengan lisensi Hak Cipta atau YouTube Standard 

License, maka jika ada seseorang yang melakukan pendownloadan, penyebaran dan 

komersialisasi konten video yang kita unggah tanpa seizin kita, maka kita bisa 

melakukan gugatan dan memberitahukan pihak YouTube untuk memblokir akun 

yang melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta konten kita di YouTube tersebut. 

Begitu pula sebaliknya, jika kita akan menggunakan konten YouTube, maka kita 

harus terlebih dahulu meminta izin kepada pemilik konten YouTube. Jika hal ini 

tidak kita lakukan, maka kita bisa melakukan pelanggaran Hak Cipta. Namun, jika 

kita menggunakan isi konten tersebut hanya untuk 
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penggunaan yang wajar saja sebagaimana dijelaskan diatas, maka kita tidak 

dikatakan melakukan pelanggaran Hak Cipta. 

 

Penggunaan atribusi lisensi Creative Commons BY (CC BY) bisa membebaskan 

orang lain, untuk berbagi, mengubah (mengadaptasi) dan menggunakan konten 

YouTube kita untuk tujuan komersial. Begitu juga sebaliknya, apabila kita ingin 

melakukan pendownlodan konten YouTube yang  dilindungi  oleh  atribusi Lisensi 

Creative Commons BY (CC BY) untuk tujuan komersial, maka kita tidak dikatakan 

melanggar Hak Cipta. 

 

3. Standard License YouTube 

 

Standard License YouTube atau yang disebut pula Lisensi Hak Cipta adalah salah 

satu jenis lisensi yang dapat diterapkan oleh penggunggah video untuk menjamin 

kepemilikan video yang hanya dapat diakses melalui situs YouTube. Lisensi ini 

dapat dipilih oleh penggunggah melalui menu kombo License and Rights 

Ownership.27 Pada Standard License YouTube, pemilik video memberikan hak 

sepenuhnya pada YouTube, yang mana secara garis besar mengizinkan YouTube 

menyiarkan video untuk diakses hanya melalui situs YouTube, video yang telah 

terunggah tidak dapat diunggah ulang pada aplikasi atau media elektronik lainnya, 

dan orang lain tidak dapat mendistribusikan atau menayangkan ulang video tanpa 

persetujuan dari pemilik video. 

 

 

 

 

 
 

 

27 Jubilee Enterprise, Jadi YouTuber A-Z (Update Version), (Jakarta: PT Elex Media, 2021), 

hlm. 86. 
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Standard License YouTube melekat secara absolut pada video dengan pengaturan 

yang berada pada laman YouTube sebelum video terunggah apabila pemilik video 

tidak merubahnya menjadi Creative Commons, sehingga semua video yang 

terunggah secara otomatis memiliki hak cipta. Hal ini seringkali terlupakan atau 

bahkan tidak diketahui bagi banyak pengunggah ulang video untuk mendapatkan 

hak ekonomi dengan cara mengkomersialkan video hasil reproduksi ulang mereka. 

Dalam hal ini pemilik hak cipta berhak untuk menolak dan mengatakan “tidak” 

untuk penggunaan kembali videonya bahkan untuk video yang tidak direproduksi 

ulang. Hal ini nantinya juga akan berkaitan dengan Allow  Embedding pada video 

tersebut. 

 

Embedding yang dimaksud disini ialah membantu memviralkan video melalui 

website yang mereka (pengunggah ulang) miliki.28 Karena mereka tertarik dengan 

video yang berada pada laman YouTube dan ingin agar video itu juga bisa 

ditampilkan di situs website mereka. Untuk meletakan video yang berasal dari  dari 

YouTube, mereka menggunakan teknik embedding. Menggunakan video untuk 

website dengan cara mengembedding juga dapat dianggap menggunakan hak 

ekonomi dari video yang mereka lekatkan pada website mereka, apalagi jika video 

tersebut adalah video dengan Standard License YouTube. Maka segala hal yang 

berkaitan dengan penggunaan video dengan Standard License YouTube untuk 

pendistribusian seperti teknik embedding dianggap tidak memenuhi ketentuan 

lisensi yang sudah pemilik video terapkan pada YouTube 

 

 

 

 
 

28 Ibid, hlm. 88 
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C. Tinjauan Umum Tentang Media Televisi Komersial 

 

1. Televisi sebagai Media Komersial 

 

Televisi merupakan media massa yang mempunyai sifat istimewa. Televisi 

merupakan gebungan dari media dengar dan gambar, bisa bersifat informatif, 

hiburan, maupun pendidikan, bahkan gabungan dari ketiga unsur diatas. Televisi 

merupakan sumber citra dan pesan tersebar (shared images and message) yang 

sangat besar dalam sejarah, dan ini telah menjadi mainstream bagi lingkungan 

simbolik masyarakat. Dan televisi merupakan sistem bercerita (story-telling) yang 

tersentralisasi.29 

Industri penyiaran televisi mengalami peralihan dari state regulation menuju 

market regulation. Dalam konteks ini, televisi Indonesia menjadikan nilai-nilai 

komersial sebagai orientasi utama dan memandang khalayak sebagai konsumen. 

Hal ini sejalan dengan pandangan Granville tentang peran dan fungsi media dalam 

masyarakat yang dominan. Televisi telah berorientasi pasar, ada tuntutan-tuntutan 

produksi yang tidak seimbang dengan kapasitas produksi stasiun-stasiun televisi 

dan industri penopangnya. Ada masalah sumber manusia, teknologi dan keuangan 

yang menghambat proses pemenuhan tuntutan pasar. Persoalan yang muncul 

kemudian adalah homogenisasi isi media. 

 

Era sebelumnya, homogenisasi isi media terjadi karena monopoli pemerintah, maka 

pada era pasca reformasi homogenisasi isi media terjadi karena rasionalitas 

sebanyak-banyaknya produksi dan konsumsi dalam sebuah era yang mengarah 

 

 

29 Syaputra Iswandi, Rezim media, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 41. 
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pada kediktatoran pasar (market dictatorship). Kediktatoran pasar ini yang 

membuat televisi menjadi sebuah media komersial. 

Komersial berasal dari istilah “commercial” atau “commercialization”. Secara 

fakta perbedaan persepsi tentang istilah “commercial” yang cukup besar 

diantaranya adalah persepsi Eropa dan persepsi Amerika.30 Secara etimologi, 

menurut Black Law Dictionary, definisi dari “Commerce” adalah “the exchange of 

service, goods, production, or property of any kind”.31 Berdasarkan pengertian 

tersebut, maka kegiatan komersial mencakup pada pertukaran pelayanan, barang, 

produksi atau properti apapun. Oleh karena itu, semua jenis kegiatan komersial 

pada dasarnya bertujuan untuk keuntungan (purpose of make profit). 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian komersial adalah segala 

sesuatu yang berhubungan dengan perdagangan, bernilai niaga tinggi sehingga 

terkadang mengorbankan nilai-nilai sosial dan budaya. Atau komersial juga dapat 

diartikan segala sesuatu yang bernilai ekonomis atau memiliki nilai lebih sehingga 

dapat diambil keuntungan darinya. 

 

Lembaga penyiaran televisi boleh menyiarkan secara komersial hanyalah lembaga 

penyiaran swasta sebagaimana yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang 

Penyiaran pasal 16 ayat (1) yang berbunyi “Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah lembaga penyiaran yang bersifat 

komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya 

menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.” Sebagaimana lembaga 

 
 

30H.L van Traa-Engelman, Commercial Utilization of Outer Space – Legal Aspect-, Drukkerij 

Haveka B.V., (Rotterdam: Alblasserdam, 1989) hlm. 18 
31Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, hlm.336 
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penyiaran televisi yang tadinya hanya didiktatori oleh program milik pemerintah kini 

bergeser menjadi milik swasta dengan program-program pilihan dan kesukaan 

masyarakat. Sehingga aspek komersial yang berupa hak ekonomi menjadi faktor utama 

bagi stasiun televisi untuk meraih keuntungan darinya dengan bagaimanapun caranya. 

 

Aspek komersial ini lah yang sangat penting bagi kelangsungan hidup sebuah 

stasiun televisi. Namun, mengingat pengaruhnya yang begitu besar bagi 

masyarakat, aspek komersial itu dianggap menjadi satu-satunya penentu tayangan 

televisi. Melihat meningkatnya jumlah penonton pada YouTube membuat televisi 

saat ini menjadi kurang peminatnya. Untuk meningkatkan aspek komersial televisi 

yang mulai berkurang sebab penonton mulai berpaling ke YouTube, banyak dari 

stasiun televisi yang mulai menayangkan video yang diambil dari situs YouTube. 

Contohnya adalah On The Spot di Trans 7, Hypening di GTV, Top 20 Funniest di 

GTV, dan lain-lain. 

 

2. Penyiaran untuk Tujuan Komersial pada Televisi Swasta 

 

Mengambil keuntungan atau dengan kata lain komersial menjadi tujuan bagi media 

televisi swasta untuk menayangkan suatu program acara. Program acara yang 

ditayangkan biasanya sesuai dengan ketertarikan masyarakat pada saat itu. 

Penayangan untuk tujuan komersial pada dasarnya berdimensi pada hak ekonomi. 

Hak ekonomi melalui konsepsi ini, hukum melarang siapa pun yang dengan sengaja 

atau tanpa hak melawan hukum, melakukan transmisi  informasi elektronik 

termasuk menggunakan video yang di ambil dari internet. 



33 
 

 
 

Substansi pembatasan dan larangan diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE) dijabarkan dengan mengubah, menambah, mengurangi, 

melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan 

suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik 

publik. Merujuk pada realitas permasalahannya, terdapat tiga hal yang perlu 

mendapat catatan. Pertama, dalam era digital saat ini lembaga penyiaran 

mengandalkan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Termasuk 

infrastruktur jaringan dan sistem koneksi penyiaran berbasis teknologi informasi. 

Pada titik ini terlihat jelas keterkaitan antara UU ITE dengan kegiatan penyiaran. 

Tindakan mengakses dan mengambil konten siaran yang free to air secara tanpa 

izin dan selanjutnya mentransmisikan untuk kegiatan siaran yang bersifat komersial 

harus dianggap sebagai tindakan perampasan hak yang dilarang oleh UU ITE. 

Kedua, Lembaga Penyiaran mentransmisikan konten siaran free to air dari lembaga 

penyiaran lain merupakan kegiatan yang seharusnya tunduk kepada pengaturan UU 

No. 32 Tahun 2012 tentang Penyiaran. Hal ketiga, UU Penyiaran berlaku mengikat 

Lembaga Penyiaran dalam menjalankan kewajiban hukum, menyiarkan materi 

siaran, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang- undangan yang 

berlaku, dalam hal ini UU ITE dan UU Hak Cipta.32 

Demikian dalam hal ini apabila suatu ciptaan kemungkinan digunakan untuk 

diperbanyak melalui perekaman atau penyiaran dengan media video atau di 

 

 
 

32 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Ahli: Kegiatan Penyiaran Bersifat Komersial 

Tanpa Izin Langgar Hukum, https://www.mkri.id/index .php?page=web.Berita&id=1 6420&me 

nu=2, diakses pada 19 Februari 2021 

https://www.mkri.id/index%20.php?page=web.Berita&id=1%206420&me%20nu=2
https://www.mkri.id/index%20.php?page=web.Berita&id=1%206420&me%20nu=2
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transfer dari satu media ke media lainnya untuk tujuan komersial, maka Pencipta 

berhak atas pembayaran yang layak dari pihak manufaktur atau lembaga penyiaran 

televisi swasta (setiap orang yang secara komersial mengimpor atau mengimpor 

kembali rekaman video ataupun audio). Hal ini berarti memberikan hak eksklusif 

bagi pemegang hak cipta atau pemilik video untuk mengeksploitasi karya miliknya 

termasuk untuk digunakan dalam penayangan secara komersial pada media televisi 

swasta dengan pemberian izin oleh pemegang hak cipta. 
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D. Kerangka Pikir 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Berdasarkan skema diatas dapat dijelaskan bahwa: 

 

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mana merupakan payung hukum 

mengenai pengaturan hak cipta yang ada di Indonesia, pada UU No. 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta ini juga memuat mengenai lisensi hak cipta, dimana lisensi hak 

cipta juga terdapat dalam situs Youtube. Lisensi ini disebut juga Standard License 

YouTube. Lisensi ini digunakan untuk melindungi hak cipta 

UU No. 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta 

Lisensi Hak Cipta yang 

Terdapat Pada YouTube 

 
Standard License YouTube 

 

 
Mekanisme pemanfaatan video 

dengan Standard License 

YouTube jika digunakan di 

media televisi. 

 
Akibat Hukum 

Penggunaan Video 

dengan Standard 

License Youtube di 

media televisi 

Kriteria dari video pada 

situs YouTube dapat 

dikatakan sebagai video 

dengan Standard License 

Youtube 
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pada cipta karya yang telah diunggah pada situs YouTube. Dimana hal itu 

menimbulkan pertanyaan mengenai kriteria dari video pada situs YouTube dapat 

dikatakan sebagai video dengan Standard License, mekanisme pemanfaatan video 

dengan Standard License YouTube jika digunakan di media televisi, dan apa akibat 

hukum yang ditimbulkan dari penggunaan video dengan Standard License YouTube 

untuk dipergunakan dengan tujuan komersial oleh media televisi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 
 

 

 

A. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode 

penelitian normatif adalah metode yang menguji suatu peristiwa hukum berikut 

dengan penelitiannya, berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, dan menggunakan sumber data sekunder.33 

Penelitian hukum nornatif menggunakan data sekunder, maka penyusunan 

kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat di tinggalkan, akan tetapi penyusunan 

kerangka konsepsionil mutlak di perlukan, maka di dalam menyusun kerangka 

konsepsionil di perlukan perumusan yang terdapat dalam peraturan perundang- 

undangan. Metode penelitian hukum normatif juga memiliki kecenderungan dalam 

mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif dimana melihat hukum dari sudut 

pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif. Sehingga pada 

tulisan ini penulis menuliskan implementasi ketentuan hukum berdasarkan 

 

 

 

 

33I Gede A.B. Wiranata, Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum, 

(Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2018 ), hlm. 55. 
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Undang-Undang yang berkaitan dengan Standard Lisence YouTube terkait 

penyebaran video di media televisi. 

 

B. Tipe Penelitian 

 

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah tipe penelitian deskriptif analisis, yaitu 

penelitian yang digunakan untuk menggambarkan secara rinci mengenai objek 

penelitian serta menganalisa fenomena-fenomena sosial, dalam hal ini adalah 

Standard License YouTube terkait penyebaran video di media televisi. 

 

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, 

berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas yang ada dalam masyarakat 

sebagai objek penelitian, serta berupaya menarik realitas tersebut kepermukaan 

sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran mengenai suatu 

kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.34 Tipe penelitian deksriptif analisis 

dilakukan dengan cara penulisan yang menggambarkan permasalahan yang 

didasarkan pada data-data yang ada, lalu dianalisa lebih lanjut untuk kemudian 

diambil sebuah kesimpulan dengan langkah-langkah analisis yang digunakan 

mengacu kepada metode IRAC (issue, rule, analysis/aplication, conclusion).35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

34Bungin Burhan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2010), hlm. 68. 
35William H. Putman, Legal Reseach Analysis and Writing (Australia: Thomson Delmar 

Learning, 2004), hlm. 26-27. 
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C. Pendekatan Masalah 

 

1) Pendekatan Perundang – Undangan (Statute Approach) 

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyelesaian penelitian ini yaitu 

pendekatan Perundang-undangan, yaitu suatu pendekatan yang di lakukan 

dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan 

terhadap aturan hukum atau isu hukum yang sedang di tangani.36 Pendekatan 

perundang-undangan digunakan untuk menelaah UUHC. 

 

2) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

 

Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin- 

doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti 

akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, 

konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang di 

hadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut 

merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi 

hukum dalam memecahkan isu yang di hadapi.37 

D. Data dan Sumber Data 

 

Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

(secondery data), yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan 

atau masyarakat, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup 

berbagai buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian 

 
36Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 94. 
37Ibid, hlm. 95 
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ilmiah yang berupa laporan serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan 

permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.38 Data sekunder 

dibidang hukum dibedakan menjadi: 

 

a. Bahan hukum primer 

 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif 

berupa peraturan perundang-undangan39. Peraturan perundang-undangan 

yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan 

dengan penelitian yang dilakukan.Dalam penelitian ini bahan hukum primer 

yang digunakan adalah: 

a) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

 

b) YouTube Terms of Service 

 

c) Klaim Content ID 

 

d) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 

 

e) Peraturan KPI No. 02/P/KPI/03/2012 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang 

diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun 

website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya 

digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum 

primer.Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang penulis gunakan: 

a) Buku-buku Hukum 

 

b) Jurnal-jurnal Hukum 
 

 

38Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Pres, 2008), hlm. 12 
39Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,  

2006), hlm. 114. 
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c) Karya Tulis Hukum yang termuat pada media massa 

 

d) Pandangan Ahli Hukum yang termuat pada media massa 

 

c. Bahan Non Hukum Atau Tersier 

 

Bahan non hukum atau tersier yang akan digunakan oleh penulis seperti 

informasi dari internet dengan sumber yang kredibel, maupun sumber- 

sumber lain yang bisa memberikan penjelasan tembahan terhadap bahan 

hukum primer maupun bahan hukum sekunder. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi kasus kepustakan (library research) atau studi dokumen, yaitu suatu alat 

pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui data tertulis dengan 

memperguakan content analysis.40 Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi 

dokumen atau bahan pustaka dengan cara mengunjungi perpustakan, membaca, 

mengkaji dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang- 

undangan jurnal penelitian, makalah, internet, dan sebagainya guna mengumpulkan 

dan menunjang penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40Ibid, hlm. 21. 
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F. Metode Pengolahan Data 

 

Metode pengolahan data dapat diklasifikasikan menjadi 3 tahap menjadi : 

 

1) Pemeriksaan Data 

 

Pemeriksaan data dapat dilakukan dengan mengkoreksi apakah data yang 

dikumpulkan sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sesuai atau relevan 

dengan permasalahan yang diteliti. 

2) Klasifikasi Data 

 

Klasifikasi data merupakan tahap untuk menyusun data-data yang telah 

diperoleh sesuai dan di kelompokkan dan berdasarkan penggolongan, 

menurut jenis dan sumbernya, sehingga sesuai dengan penelitian dan 

diharapkan dapat menyajikan data secara sempurna dan rapih sehingga 

memudahkan baik penulis sendiri maupun pembaca. 

 

3) Penyusunan Data 

 

Metode penyusunan data ini digunakan untuk menyusun data sehingga akan 

lebih mudah mengkorelasikan dengan penelitian yang dibahas. 

 

G. Analisis Data 

 

Analisis data (analyzing), yaitu menguraikan bahan hukum dalam bentuk rumusan 

angka-angka, sehingga mudah dibaca dan diberi arti bila bahan hukum itu 

kuantitatif; dan menguraikan bahan hukum dalam bentuk kalimat yang baik dan 

benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) bila bahan hukum 
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itu kualitatif. Hasil analisis bahan hukum memudahkan pengembalian kesimpulan 

secara induktif atau secara deduktif.41 

Data yang telah diperoleh dianalisa secara deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif 

artinya menguraikan bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang 

teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan 

interpretasi bahan hukum dan pemahaman hasil analisis.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41Abdulkadir Muhammad, Hukum dan penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2004), hlm. 91. 
42Ibid, hlm. 91. 



 

 

 

 

 

V. PENUTUP 
 

 

 
 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian ini dan pembahasan, kesimpulan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 

1. Kriteria dari video pada situs YouTube dapat dikatakan sebagai video dengan 

Standard License YouTube apabila yakni tidak tertera Creative Commons-

Atribusi dan dilisensikan ke YouTube, pengaturan filter pada kolom 

pencarian di situs YouTube diaktifkan dan tidak diubah menjadi Creative 

Commons, Standard License Youtube menunjukan keaslian kepemilikan 

suatu video, Standard License Youtube digunakan untuk penggunaan 

Nonprofit dan sesuai dengan penggunaan wajar. 

 

2. Mekanisme pemanfaatan video dengan Standard License YouTube jika 

digunakan di media televisi dapat dilihat dari dua aspek yakni dari sudut 

pandang ketentuan YouTube dan sudut pandang UUHC. Dari kedua sudut 

pandang tersebut terdapat persamaan mekanisme yaitu yang berasal dari 

YouTube Terms of Service dan UUHC dan dari Klaim Content ID dan UUHC 

 

3. Akibat hukum dari penyebaran video dengan Standard License YouTube di 

media televisi ialah berupa berupa penghentian program penayangan atau 
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pembatasan program acara, pembayaran ganti kerugian, penyitaan ciptaan, 

serta tuntutan pidana dimana pihak media televisi dapat dikenakan sanksi 

berupa pidana penjara dan pidana denda. 

 

B. Saran 

 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Disarankan kepada pemerintah agar dilakukan tindakan preventif terhadap 

pelanggaran hak cipta video dengan Standard License YouTube yang 

dilakukan oleh media televisi serta ketegasan dalam pengaturan sanksi bagi 

media televisi. 

2. Disarankan kepada media televisi agar lebih memperhatikan lisensi dari video 

yang mereka gunakan serta perlu adanya kesepakatan yang menguntungkan 

antara kedua belah pihak. 

3. Disarankan kepada pengunggah video YouTube agar mempelajari Terms of 

Service YouTube demi melindungi hak cipta hasil karya kreatif mereka atas 

tindakan reupload yang dilakukan oleh media televisi, sehingga tidak 

menimbulkan masalah hukum di masa yang akan datang. 
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